
 

 

 

 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI  SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR  41 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 WALIKOTA BUKITTINGGI,  
 

Menimbang  :   a.  bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah 

satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, 

dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara beserta 

perubahannya; 

c.  bahwa   berdasarkan  evaluasi pelaksanaan Peraturan 

Walikota Nomor 7 Tahun 2021 dan perubahannya 

dimaksud, perlu dilakukan kembali penyempurnaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



 

 

 

 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa   kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1887, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 454); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 



 

 

 

 

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Anggaran Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016   Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA. 

 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 7) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 

30), diubah sebagai berikut: 

 

1. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang kelas Jabatan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  



 

 

 

 

(2) Dalam hal kelas jabatan belum tersedia dalam Peraturan 

Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) maka penetapan 

kelas jabatan didasarkan kepada Keputusan Walikota 

tentang Peta Jabatan.  

(3) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan bagi pejabat 

fungsional sebagai akibat penyetaraan jabatan, TPP 

dibayarkan berdasarkan kelas jabatan struktural yang 

diduduki sebelumnya. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 14 

 

(1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada unit kerja 

yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD, tetap 

menerima TPP sampai dengan dibayarkannya remunerasi 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada unit kerja 

pengadaan barang dan jasa tidak lagi menerima honorarium 

jika telah diperhitungkan dalam komponen tambahan TPP 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 
 

 

Ditetapkan di Bukittinggi 

pada tanggal 28 Desember 2021 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

      dto 
 

      ERMAN SAFAR 

 

Diundangkan di Bukittinggi 

pada tanggal 28 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

 
dto 

 

MARTIAS WANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 41                   


